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GUBERNUR KEPULAUAN RIAU 

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU 

NOMOR 257 TAHUN 2026 

TENTANG 

PENGEWLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 

PEMERINTAH PROVINS! KEPULAUAN R!AU 

TAHUN 2026 

GUBERNUR KEPULAUAN R!AU, 

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pa.sal 6 Peraturan Komisi 
Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Stander Layanan 
Informasi Publik, maka untuk tersedianya informasi publik 
oleh Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat 
dipertanggungjawabkan, maka perlu menetapkan Pengelola 
Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Kepulauan 
Riau Tahun 2026; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubemur 
Kepulauan Riau; 

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan 
Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik 
InQ9nesia Tahun 2002 Nomor 1 1 1 ,  Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4237); 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4846); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 
tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 7153); 
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4, Undang-Undong Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Kcuangan antaro Pcmerintah Pusat dan Pemerintahan 
Oacrah (Lcmbnrnn Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 4, Tambehen Lcml>aran Negara Rcpublik lndonesia 
Nomor 6757); 

5. Pcraturan Pcmerintah Nomor 61 Tahun 2010 ten tang 
Pcloksonaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Kctcrbukaan lnformosi Publik (Lcmbnran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 lentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republic Indonesia Nomor 6322); 

7. Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor 5 
Tahun 2015 tentang Registrar Narna Domain Instansi 
Penyelenggara Negara (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 209); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi den Dokumentasi 
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157}; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang 
Standar Layanan lnfonnasi Publik (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 741); 

1 1 .  Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor I Tahun 
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daemh (Lembaran 

Oaerah Provinsi Kepuleuan Rieu Tahun 2022 Nomor 1, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepuleuan Rieu Nomor 
58); 

12. Peraturan Oaerah Provinsi Kepulauan Rieu Nomor 4 Tahun 
2021 tentang Pembentukan dnn Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaren Daereh Provinsi Kepulnuan Riou Tahun 2021 
Nomor 4, Tambahon Lembaran Dnerah Provinsi Kepulauan 
RiRu Nornor 55); 

13. Peraturen Oaerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tnhun 
2025 tentang Anggurnn Pendapntnn dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2026 [Lembaran Daeruh Provinsi Kepulauan 

Rieu Tahun 2025 Nomor 6); 
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Menetapkan 

KESATU 

KEDUA 

KET!GA 

KEEMPAT 

14. Pcraturan Oubcrnur Kcpulouun Rlnu Nomor 76 Tnhun 2017 
tcntnng Toto Kcrjn Pcngeloln Laynnun lnformo,il dan 
Dokumcntnsi di Lingkungnn Pcmerintuh Provinttl Kepufouan 
Riau (Bcritu Ducrnh Provins! Kcpulouon Riau Tohun 2017 
Nomor 455); 

15. Pcmlumn Oubernur Kcpulnuan Rluu Nomor 12 Tohun 2023 
tcntang Kcduduknn, Susunan Orgl}nlHaHl, Tugas dun Jlungui 
scrtn Tatu Kcrju Pcrangkot Ducroh {Berit.o Docmh Provinei 
Kcpulounn Riou Tnhun 2023 Nomor 909); 

16. Pcraturan Oubcmur Kcpulouen Rieu Nomor 63 Tohun 2025 
tentnng Penjabarnn Angga.rnn Pcndapatan don Bclunja. 
Daerah Talmo Anggnrnn 2026 (Bcritn Dacrah Provinsi 

Kepulauan Rieu Tahun 2025 Nomor 1083); 

MEMUTUSKAN : 

Pengelola Infonnasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi 
Kepulauan Riau Tahun 2026. 

Pengelola lnformasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud 
pada diktum KESATU d.isebutkan dalam Lampiran Keputusan 

ini. 

Pengelola Jnfonnasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud 
pada diktum KEDUA terdiri dari : 

1. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. 

2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. 

3. Pejabat Pengelola Infonnasi dan Dokumentasi Pelaksana. 

Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 

sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA angka I 

mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut : 

1. Togas: 

a. menunjuk PPID dan PPID Pelaksana; 

b. menyusun arah kebijakan layanan Jnformnsi Publik di 

Badan Publik; 

c. menyelesaikan kebcratan alas Pennintaan Jnfonnasi 

Publik; 

d. mewnkili Baden Publik di dnlnm proses penyelesainn 
eengketa di Komis! lnformnsi dan/atnu di Pengadilan; 

dun 
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KEUMA 

e. melakuka.n pembineo.n, pengawasan, evaluasi, dan 
monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik 
yang dilnkukan olch PPID dan PPID Pclaksana. 

2. Wcwcnang : 

a. menetapkan dan mcngangkat PPID dan PPID Pelaksana; 

b. mcnctapkan erah kebijakan layanan lnformasi Publik di 

Bo.den Publik; 

c. memberikan tanggapan ates keberetan yang diajukan 
oleh Pemohon tnformasi Publik untuk ditindaklanjuti 

olch PPID; 

d. mcnunjuk PPID untuk mewakili Sadan Publik di dalam 

proses penyelesaian sengketa di Komisi lnformasi 

den/atau di Pengadilan; dan 

e. menetapkan strategi dan metode pembinaan, 
pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan 
kebijakan Infonnasi Publik yang dilakukan oleh PPID 

Pelaksana, Pejabat Fungsional dan/atau Petugas 
Pelayanan Informasi. 

Pejabat Pengelola Informasi den Ookumentasi sebagaimana 
dimaksud pada diktum KETlGA angka 2 mempunyai tugas 
dan wcweneng sebagai berikut: 

1. Tugas: 

a. menyusun den melaksanakan kebijakan layanan 
lnfonnasi Publik; 

b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan 
lnformasi Publik; 

c. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses 
penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan 
pelayanan Informasi Publik; 

d. mengoordinasikan den mengonsolidasikan pengumpulan 
dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau 
Petugas Pelayanan lnformasi di Baden Publik; 

e. melakukan verifikasi dokumen Infonnasi Publik; 

f. menentukan Infonnesi Publik yang dapat diakses publik 
dan layak untuk dipublikasikan; 

g. melakukan pengujian tentang konsekuensi alas 
Informasi Publik yang akan dikecualikan; 

h. melekukan pengelolaan, pemeliharaan, dan 
pemutakhiran Daftar lnfonnasi Publik; 

i. menyediakan lnfonnasi Publik secara erektif dan efisien 
agar mudah diakses oleh publik; dan 

j. melakukan pembinaan, pengawasan, cvaluasi, dan 

monitoring etas pelaksanaan kebijakan teknis lnformasi 

Publik yang dilakukan oleh PPID Pcla.ksana dan/atau 
Petugo.s Pelayanan Infommsi. 

2. Wcwenang : 

a. menctapkan kebljakun layannn lnformasl Publik; 
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KEENAM 

b. menetapkan loporan pclaksanaan kebijakan layanan 
lnformesi Publik; 

c. mclaksanokon rapnt koordinasi dan rapat kerja sccara 
bcrkala da.n/utau scsuai dcngon kcbutuhan dalrun 
mclaksonokan peloyonan Jnformasi Publik; 

d. meminta klorifikusi kcpada PPJD Pelaksana dan/atau 
Petugas Pelayo.non lnformaei dolom melaksanakan 
pcloyonen Jnformosi Publik; 

c. mcnctepkan dan memutuskan suotu lnfonnasi Publik 
dapnt dinkscs publik atou tidak bcrdasarkan pengujian 
tentang konsekuensi ates Informasi Publik yang akan 
dikccualikan, dengan persetujuan Atasan PPID; 

f. menolak Permintaan Infonnasi Publik dengan 
menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila 
Jnfonnasi Publik yang dimohon termasuk Infonnasi yang 
dikecualikan atau rahasia, dengan persetujuan Atasan 
PPID; 

g. menugaskan PPID Pelaksana dan/atau Petugas 
Pelayanan Informasi untuk membuat, mengelola, 
memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Infonnasi 
Publilc;dan 

h. menetapkan strategi dan metode pembinaan, 
pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan 
kebijakan teknis lnformasi Publik yang d.ilakukan oleh 
PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi. 

Pejabat Pengelola Infonnasi dan Dokumentasi Pelaksana 
sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA angka 3 

mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut : 
1. Tugas: 

a. membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas. 
dan kewenangannya; 

b. melaksanakan kebijakan teknis layanan Infonnasi Publik 
yang telah ditetapkan PPID; 

c. mengonsolidasikan proses penyi.mpanan, 

pendokumentasian, pcnyediaan dan pelayanan Informasi 
Publik; 

d. mengumpulkan dokumen Infonnasi Publilc dari Petugas 
Pelayanan Informasi di Badan Publik; 

e. membantu PPID melakukan verifikasi do.kumen 
lnfonnasi Publik; 

f. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan 

memutakhirkan Daftar lnformasi Publik; dan 
g. menjamin ketersediann dan akselerasi layanan Jnfonnasi 

Publik agar mudah diakses oleh publik. 

2. Wewenang : 
o. meminta dokumen Jnformasi Publik dari Petugas 

Pelayanon lnformnsi di Badnn Publik; 
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b. mcminta klariftkasi kcpada Pctugas Pelayanan lnfonnasi 
di Baden Publik dalam mclaksanakan pclayanan 
lnformasi Publik; da.n 

c, mcnugaskon Petugaa Pclayanan lnformasi untuk 

mcnyiapkan dokumen untuk membentu PPJD dalam 

mclo.ksanakon pcngujian konsekuensi alas Jnformasi 
Publik yang a.kan dikccuaJikan atau pcmbuatan 
pcr1imbangan tcrtulis dalam hal suatu lnformasi Publik 
dikccuali.kan atau Pcnnintaan lnformasi Publik dilolak. 

KE1UJUH Dalam melaksanakan tugas dan wcwenangnya Pcngclola 
lnformasi dan Dokumcntasi scbagaimana dima.k.sud pada 
dilctum KEDUA bertanggung jawab kepada Gubernur 

KepuJauan Riau. 

KEDELAPAN Sega)a biaya yang timbul dcngan ditctapkannya Keputusan 

ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Provinsi Kcpulauan Riau Tahun Anggaran 2026. 

KESEMBILAN Kcputusan Gubemw- ini mulai berla.ku pada tanggal 
ditctapkan. 

Ditetapkan di Tanjungpinang 

pada tanggal 2 Februari 2026 

RIAU, 

' ( 
AHMAD AN� 

. - 

. c --+-"' 
'[ .. 

�\OER.i/' 
GOBERNUR'KEPULAU . .,, 'I 

' 
' 

,, 

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 

1. Wakil Gubemur Kepulauan Riau di Tanjungpinang; 
2. Sckretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang; 
3. lnspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang; 

4. Kepala Sadan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan 
Riau di Tanjungpinang; 

5. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan 
Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang; 

6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan 

Riau di Tanjungpinang. 

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang beraangkutan untuk 
dikt:tahui dan dipergunaknn sehagalmana mestinya. 
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Lampirnn Keputusan Gubcmur Kep ulauan Rieu 
Nomor 257 Tahun 2026 

Tanggal : 2 Februari 2026 

Atasan PPID 

PPID 

PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 

PEMERINTAH PROVINS! KEPULAUAN RIAU 

TAHUN2026 

Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau 

Kepa1a Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi 
Kepulauan Riau 

Kepala Bagian Pemerintahan Biro Pemerintahan dan 
Otonomi Oaerah Sekretariat Oaerah Provinsi 
Kepulauan Riau 
Kepa1a Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan 
Pembangunan Biro Perckonomian dan Pembangunan 
Sekretariat Oaerah Provinsi Kepulauan Riau 
Kepala Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara 

Elektronik Biro Pengadaan Barang dan Jasa 
Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau 
Kepala Bagian Protokol Biro Administrasi Pimpinan 
Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau 
Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum 
Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau 
Kepa.la Sub Bagi.an Tata Usaha Biro Kesejahteraan 
Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau 
Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Umum Sckretariat 
Daerah Provinsi Kepulauan Riau 
Kepa1a Bagian Tatalaksana Biro Organisasi Sckretariat 
Daerah Provinsi Kepulauan Riau 
Kepala Bagian Umum dan Kehumasan Sekretariat 
DPRD Provinsi Kcpulauan Riau 
Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau 

Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Provinsi Kepulauan Riau 
Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau 
Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 
Provinsi Kepulauan Riau 

Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau 

Sekretaris Dines Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Provinsi Kepulauan Riau 

Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi 
Kepulauan Riau 

Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan 
Provinsi Kepulauan Riau 

Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 
Provinsi Kepulauan Riau 
Sekretaris Dines Penclidikan Provinsi Kepulauan Riau 
Sekretaris Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau 
Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau 
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22. Sekrcturta Dinns Ketnhannn Pangan, Pertanian dan 
Kcschnton Hcwan Provins! Kcpulaunn Rinu 

23. Sckrctoris Dlrms Pckcrjnan Umum, Pcnataan Ruang 
dun Pcrtanuhun Provlnsi Kcpulnua.n Riau 

24. Sckrctaris Dinos Pcrumnhan dan Kawasan 
Permukimun Provinsl Kcpulaunn Rinu 

25. Sckrctnris Dinos Pembcrdayaan Pcrcmpuan, 
Pcrlindungan Anak, Pengcndalian Pcnduduk dan 
Kcluarga Bercncana Provinsi Kcpulauan Rieu 

26. Sekretoris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 
Kependudukan don Pencatatan Sipil Provinsi 
Kepulnuan Riau 

27. Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi 
Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi 
Kepulauan Riau 

28. Sekretaris Dines Kepemudaan dan Olahraga Provinsi 
Kepulauan Riau 

29. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi 
Kepulauan Rieu 

30. Sekretaris Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau 
31 . Sekretaris Dines Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau 
32. Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan 

Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau 
33. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi 

Kepulauan Riau 
34. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI 

Provinsi Kepulauan Riau 
35. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Provinsi Kepulauan Riau 
36. Sekretaris Badan Pengelola Perbatasan Daerah 

Provinsi Kepulauan Riau 
37. Sekretaris Badan Penanggulangan Ben can a Dae rah 

Provinsi Kepulauan Riau 
38. Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi 

Kepulauan Riau 
39. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi 

Kepulauan Riau 
40. Sekretaris Satuan Palisi Pamong Praja dan 

Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau 
41 .  Kepala Sub Bagian Tata Usaha Badan Penghubung 

Daerah Provinsi Kepulauan Riau 
42. Kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Umum Daerah 

Raja Ahmad To.bib Provinsi Kepulnuan Rieu 
43. Kcpola Bogian Tata Usaha Rumah Sakit Jiwa don 

Ketergantungan Obnt Engku Haji Daud Provinsi 
Kepulnuan Riuu 
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P E M E R I N T A H  P R O V I N S !  K E P U L A U A N  R I A U  

S E K R E T A R I A T  D A E R A H  
Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring 

Kawasan Perkantomn Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Cclak 

Pulau Dompak: Seri Darul Makmur, Tanjungpinang. Kode Pos 29124 
Telepon (0771) 4575000 Faksimile. (0771) 4575050 

Pos-el : setda@kepriprov.go.id Laman: https://kepriprnv.go.id 

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU 

NOMOR 673/KPTS-15/II/2026 

TENTANG 

TIM PERTIMBANGAN DAN PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 

PEMERINTAH PROVINS! KEPULAUAN RIAU 

TAHUN 2026 

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, 

Menimbang a. bahwa berdasarkan kctcntuan Pasal 6 ayat (SJ dan ayat (6) 

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang 

Standar Layanan Informasi Publik, maka pcrlu menetapkan 
Tim Pertimbangan dan Petugas Pelayanan Informasi Publik 

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur 
Kepulauan Riau; 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan 

Provinsi Kepulauan Rieu (Lcmbaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nornor 4237); 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Infonnasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4846); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang 

Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 7153); 

4. Undang-Undang Nomor l Tahun 2022 tentang Hubungan 

Kcuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemcrintahan Daerah 

(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 

4, Tambahan Lemba.ran Negara Republik Indonesia Nomor 

6757); 
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Infonnasi Publik {Lemba.ran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5149); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Infonnatika Norn or 5 

Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi 
Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 209); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi 
Kementerian Dalain Negeri dan Pemerintahan Daerah {Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 ten tang 
Pedoman Teknis Pengetotaan Keuangan Daerah (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

10. Peraturan Komisi lnfonnasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang 
Standar Layanan Infonnasi Public {Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 741); 

11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Rieu Nomor 4 Tahun 
2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan 
Riau Nomor 55); 

12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 1, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 
58); 

13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Rieu Nomor 6 Tahun 
2025 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae rah Tahun 
Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau 
Tahun 2025 Nomor 6); 

14. Peraturan Gubemur Kepulauan Riau Nomor 76 Tahun 2017 
tentang Tata Kerja Pengelola Layanan lnfonnasi dan 
Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan 
Riau (Berita Dae rah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 
Nomor 455)i 
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Menetapkan 

KESATU 

KEDUA 

KEITGA 

KEEMPAT 

KE LIMA 

15. Peraturan Gubemur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 
scrta Tata Kerje Perangkat Dnerah (Bcrita Deerah Provinsi 

Kepulauan Rieu Tahun 2023 Nomor 909}; 

16. Peraturan Gubemur Kepulauan Rieu Nomor 63 Tahun 2025 
tentang Penjebaran Anggaran Pendepatan den Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2026 (Serita Daerah Provinsi Kepulauan Riau 
Tahun 2025 Nomor 1083); 

MEMUTUSKAN : 

Tim Pertimbangan Dan Petugas Pelayanan lnfonnasi Publi.k 

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026. 

Tim Pertimbangan dan Petugas Pelayanan Jnformasi Publik 
sebagaimana d.imaksud pada diktum KESA TU disebutkan 
dalam La.mpiran Keputusan ini. 

Tim Pertimbangan dan Petugas Pelayanan Informasi Publik 
sebagaimana d.ima.ksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas 
sebagai berikut : 

I.  Tim Pertimbangan bertanggung jewab membantu 
merumuskan pertimbangan tertulis, Daftar Informasi 
Publik dan Daftar Infonnasi yang dikecualikan. 

2. Petugas Pelayanan lnformasi Publik bertanggung jawab 
menyiapkan kebutuhan Pejabat Pengelola Informasi Dan 
Dokumentasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam 

proses penyimpanan, pendokumentasian, penyecliaan, 

pelayanan Informasi Publik, dan/atau mengelola Website 

PPID Provinsi Kepulauan Riau (ppid.kepriprov.go.id). 

Tim Pertimbangan dan Petugas Pelayanan lnformasi Publik 

sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Dalam 

melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Gubemur 

Kepulauan Riau melalui Sekrctaris Daerah Provinsi Kepulauan 

Riau selaku Atasan Pejabat Pengelola lnformasi den 
Dokumentasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. 

Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini 
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Provinsi Kepulauan Rinu Tahun Anggamn 2026. 
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h.'EENAM 

Salinan 

Pelikan 

Keputusan Oubemur ini mulni bcrlaku padn tanggal 
ditetnpkon. 

Ditetnpkon di Tnnjungpinang 

padn tanggal 2 Fcbruari 2026 

Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 

1. Gubemur Kepulauan Riau di Tanjungpinang; 
2. Wakil Gubemur Kepulauan Riau di Tanjungpinang; 
3. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang; 

4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan 
Riau di Tanjungpinang; 

5. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan 
Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang; 

6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan 
Riau di Tanjungpinang. 

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk 
diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. 
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Lampiran Kcputusan Gubcmur Kcpulauan Rieu 
Nomor : 673/KPTS-15/11/2026 
Tanggal : 2 Fcbruari 2026 

TIM PERTIMBANGAN DAN PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 
PEMERINTAH PROVINS( KEPULAUAN RIAU 

TAHUN 2026 

I. TIM PERTIMBANGAN 

I. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 

2. Asisten Perekonomian dan Pcmbangunan 

3. Asisten Administrasi Umum 

4. Staf Ahli Gubcmur Bidang Pemcrintahan den Hukum Kepulauan Rieu 

5. Inspcktur Daerah Provinsi Kepulauan Riau 

6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauen Riau 

u. PETUGAS PELAYANAN INFORMASI 

Dinas Komunikasi dan Vcrifikator data 
I. Aga.m Syafonna Informatika Provinsi Kepulauan Infonnasi Publik 

Riau 
Dines Komunikasi dan Verifikator data 

2. Ummil Khalish, S.S Informatika Provinsi Kepulauan Informasi Publik 
Rieu 

Dinas Komunikasi dan Verifikator data 
3. Ramayana Prasetia, A.Md Informatika Provinsi Kepulauan Informasi Publik 

Rieu 
Dines Komunikasi dan Veriftkator data 

4. Muhammad Riski, S.Kom lnformatika Provinsi Kepulauan Informasi Publik 
Riau 

Dines Komunikasi den Verifikator data 
5. Rani Puspita Sari, S.I.Kom. lnformatika Provinsi Kepulauan Informasi Publik 

Riau 
Dinas Komunikasi dan 

Verifikator data 
6. Nurbariah Tiarawati, S.Pd Informatika Provinsi Kepulauan lnformasi Publik 

Rieu 
Dines Komuni.kasi den 

Verifikator data 
7. Dwie Andria Informatika Provinsi Kepulauan 

Informasi Publik 
Rieu 

Dines Komunikasi dan Verifikator data 
8. Evita Misiani Siregar, S.A.P. lnformatika Provinsi Kepulauan Jnformasi Publik 

Riau 
Dinas Komunikasi den Veriflkator data 

9. Gusparizal, A.Md Jnformatika Provinsi Kepulauen Informasi Publik 
Rieu 

Dinas Komunikasi dan Verifikator data 
10. Hennawan Ari Suseto Infonnatika Provinsi Kepulauan Informasi Publik 

Rieu 

11. 
Donny Gabriel Hutagalung, Biro Organisasi Sekretariat Verifikator data 
S.Tr. 1.P Daerah Provinsi Kepulauan Riau Informasi Publik 
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Biro Pemerintahan dan Otonomi 
Penginput data 

12. Sri Wahyuni Marpaung, SE Daerah Sekretariat Daerah 
Provinsi Keoulauan Riau 

Informasi Publik 

Biro Kesejahteraan Rakyat Penginput data 
13. Oewi, S.Sos Sekretariat Daerah Provinsi 

Keoulauan Riau 
lnfonnasi Publik 

14. Rully Eka Wulandari, S.H. 
Biro Hukum Sckretariat Daerah Penginput data 

Provinsi Kepulauan Riau lnformasi Publik 

15. Atilc, S.E., M.M 
Biro Umum Sekretariat Daerah Penginput data 

Provinsi Kepulauan Riau Informasi Publik 

Biro Administrasi Pimpinan Penginput data 
16. Emawati, S.Kom Sekretariat Daerah Provinsi Informasi Publik 

Kenulauan Riau 
Biro Perekonomian dan Penginput data 

17. Dian Sari Kesuma, S.Si., M.Si Pembangunan Sekrctariat Daerah Informasi Publik 
Provinsi Keoulauan Riau 

Biro Pengadaan Barang dan Jasa Penginput data 
18. Dede Rasid, S.Sos., M.I.P. Sekretariat Daerah Provinsi lnformasi Publik 

Keoulauan Riau 

19. Adrian Lufti, A.Md 
Sadan Pengelola Perbatasan Penginput data 

Daerah Provinsi Kepulauan Riau lnformasi Publik 

Sadan Pengembangan Sumber Penginput data 
20. Heru Triwahono, SE Daya Manusia Provinsi Kepulauan lnformasi Publik 

Riau 

21. Deni Yuda Setiawan, S.Sos 
Baden Penanggulangan Bencana Penginput data 
Daerah Provinsi Kepulauan Riau lnfonnasi Publik 

22. Bahrurrohim, S.T 
Sadan Kesatuan Bangsa den Penginput data 

Politik Provinsi Kepulauan Riau lnformasi Publik 

23. Nurul Saepul, M.M 
Baden Kepegawaian Daerah dan Penginput data 
KORPRI Provinsi Kepulauan Riau lnformasi Publik 

24. Martha Pitriana Sitorus, S.E. 
Baden Keuangan d.an Aset Penginput data 

Daerah Provinsi Kepulauan Riau Infonnasi Publik 

25. 
Rachmat Suhatsyah Iqbal, Badan Penghubung Oaerah Penginput data 
MM. Par Provinsi Kepulauan Riau Informasi Publik 

26. Panji Tiena, S. T 
Baden Pendapatan Daerah Penginput data 
Provinsi Kepulauan Riau Informasi Publik 

Sadan Perencanaan, Penelitian 
Penginput data 

27. Nanny Nurviani, S.Sos., M.H dan Pengembangan Provinsi 
Keoulauan Riau 

Informasi Pu blik 

28. 
Raja Muhammad Abdollozan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Penginput data 

SE Provinsi Kepulauan Rieu Jnformasi Publik 

29. Sudarsono, S.Pi 
Dinas Kelautan dan Perikanan Pcnginput data 

Provinsi Kepulauan Riau Informasi Publik 

Dines Perindustrian dan Penginput data 
30. Hadya Yoga Pennana, ST Perdagangan Provinsi Kepulauan Informasi Publik 

Rieu 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat 

31. Bustami, SE, MM 
Desa, Kependudukan dan Penginput data 
Pencatatan Sipil Provinsi Informasi Publik 

Kenulauan Riau 
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Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Dian Ananda Eka Dewangga, Perlindungan Anak, Pengendalian 
Penginput data 32. Penduduk dan Keluarga S.Psi 

Berencana Provinsi Kepulauan Informasi Publik 

Riau 

33. Agus Salim, S.Pd Dines Sosial Provinsi Kepulauan Penginput data 
Riau Jnformasi Publik 

Dines Koperasi, Usaha Kecil dan 
Penginput data 

34. Hendy Widyatmoko, S.AB Menengah Provinsi Kepulauan 
Riau Informasi Publik 

35. Sry Atliza Dinas Pariwisata Provinsi Penginput data 
Kepulauan Riau Informasi Publik 

36. Muhalifizar, S.E. Dinas Energi dan Sumber Daya Penginput data 
Mineral Provinsi Kepulauan Riau Informasi Publik 

Dinas Tenaga Kerja dan Penginput data 
37. Dika Hardani, S.1.Kom Transmigrasi Provinsi Kepulauan Informasi Publik 

Riau 
Dines Lingkungan Hidup den Penginput data 

38. Fivekananda F.C, S.Kom Kehutanan Provinsi Kepulauan Jnformasi Publik 
Riau 

39. 
Helen Novelti Asaftu Taqwa, Dinas Pendidikan Provinsi Penginput data 
A.Md Kepulauan Riau Informasi Publik 

40. M. Hamid, SKM Dinas Kesehatan Provinsi Penginput data 
Kepulauan Riau Infonnasi Publik 

41. Uli Oktaviani, S.IP 
Dinaa Perhubungan Provinsi Penginput data 

Kepulauan Riau Infonnasi Publik 

Riezky Yulviani Armanita, Dinas Penanaman Modal dan Penginput data 
42. Pelayanan Terpadu Satu. Pintu 

S.KM., M.SE 
Provinsi Kepulauan Riau 

Infonnasi Publik 

43. Yusni Novi Riawita, SJ.Kam Dinas Kebudayaan Provinsi Penginput data 
Kepulauan Riau Informasi Publik 

Dinas Perumahan den Kawasan 
Penginput data 

44. Sueprizal, S.Kom Permukiman Provinsi Kepulauan 
Riau 

Informasi Publik 

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 
Penginput data 

45. Muhammad Basroni, ST Ruang dan Pertanahan Provinsi 
Kepulauan Riau Infonnasi Publik 

Dinas Komunikasi den 
Pengi.nput data 

46. Afriyanti, A.Md Infonnatika Provinsi Kepulauan 
Riau Informasi Publik 

uinas Ketahanan Pangan, Pertaniar 
Penginput data 

47. Agra Afri Gunawan dan Kesehatan Hewan Provinsi 
Keoulauan Riau Informasi Publik 

Dinas Perpustakaan den 
Penginput data 

48. Ferdy, S.S.T.Ars Kearsipan Provinsi Kepulauan 
lnfonnasi Publik 

Riau 

49. Murni, S. AP. 
Inspektorat Daerah Provinsi Penginput data 

Kepulauan Riau Informasi Publik 

50. Barnbang Haryadi 
Sekretariat DPRD Provinsi Penginput data 

Kepulauan Riau Informasi Publik 

Satuan Polls{ Pamong Praja dan Penginput data 
51. M.Faizal, S.Sos Penanggulangan Kebako.ran Informasi Publik 

Provinsi Kepulauan Riau 
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Rumah Sakit Jiwa den 
Pcnginput data 

52. Wa Ode Emymawati, S.ST Ketergantungan Obat Engku Ho.ji 
Daud Provinsi Keoulaue.n Riau 

lnformasi Publik 

Rumah Snlcit Umum Daerah Raja 
Pcnginput data 

53. Zamia Akhiria Okta. SKM Ahmad To.bib Provinsi Kepulauen 
Infonnasi Publik 

Riau 
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